
BUPATI LOMBOK TIMUR 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

KODE KLASIFIKASI ARSIP 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip. 

Mengingat l.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang 

Pcmbentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655); 

ten tang 

Republik 

Lembaran 

1 4  Tahun 2008 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 ,  Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3. Undang-Undang Nomor 

5071); 

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengen Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
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Menetapkan 
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Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi 

Arsip; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 

tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5) 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur 

Tahun Anggaran 2023; 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP. 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

I .  Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. 

2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang memimpin 

yang menjadi 

pemerintahan daerah 

kewenangan daerah otonom. 
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4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan clan Kearsipan Kabupaten 

Lombok Timur. 

6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung 

dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selarna jangka 

waktu terten tu. 

7. Kiasifikasi Arsip adaiah pengelompokkan dokumen atau 

arsip menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan 

yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja dalam rangka 

melaksanakan tugas dan fungsinya dari suatu organisasi 

akan terdapat sejumiah proses kegiatan. 

8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 

suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu 

menyusun tata letak identitas arsip. 

9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian 

dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung 

jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 

Pasai 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menunjang 

kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip 

dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan pengkodean arsip dalam penyelenggaraan tata 

kelola kearsipan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(l )  Ruang lingkup Kode Klasifikasi Arsip: 

a. 000 Umum; 

b. 100 Pemerintahan; 

c. 200 Politik; 
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d. 300 Keamanan dan Ketertiban; 

e. 400 Kesejahteraan Rakyat; 

f. 500 Perekonomian; 

g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan; 

h. 700 Pengawasan; 

i. 800 Kepegawaian; dan 

j. 900 Keuangan. 

BAB III 

TATA CARA KLASIFIKASI ARSIP 

Pasal 5 

( 1 )  Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam 

menyusun skema Klasifikasi Arsip yang terdiri dari jenjang 

fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari 

pengertian yang luas ke pengertian yang bersifat spesifik 

dan teknis; 

(2) Pengklasifikasi dilakukan berjenjang yakni terdiri dari 

beberapa kegiacan dan masing-masing kegiatan terdiri dari 

beberapa transaksi Arsip seperti: 

a. jenjang pertama adalah nama fungsi (primer); 

b.jenjang kedua nama kegiatan (sekunder); dan 

c. jenjang ketiga nama transaksi (tersier). 

Pasal 6 

( 1 )  Skema Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah 

merupakan penjabaran lebih lanjut secara detail dan lengkap 

kerangka induk kiasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang 

yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing 

kegiatan terdiri dari beberapa transaksi seperti: 

a. nomor urut; 

b. kode klasifikasi; 

c. judul pokok masalah; 

d. sub masalah; dan 

e. sub-sub masalah. 

(2) Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini 

4 
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BABIV 
PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Serita 

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 207 Nomor 30) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Lombok Timur. 

Ditetapkan di Selong 
pada tanggal 7 Maret 2023 

JBUPAT1 LOMBOK TIMUR, , 
( 

luuo 

4M.SUKIMAN AZMY 
Diundangkan di Selong 

pada tanggal 7 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 

$.. 
MUHAMMAD JUAINI TAOFIK 

SERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 8. 

ii ' 
» $ 

er $ 

ACER
Pencil

ACER
Textbox
TTD

ACER
Textbox
TTD


